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This article discusses Economics-Accounting from the perspective of 
“Prophetic Social Sciences”, especially on emancipatory values. We all 
realize that the current economic-accounting science is very radical, 
materialistic, mechanical, and even ignores the fundamental values of 
human beings as servants of Allah SWT. This concept is not an 
exaggeration if we look at the material that is the basis of ontology, its 
main epistemology. On this basis, an alternative scientific (economic) 
development in the future is needed that is more rooted in human 
nature. With the "Prophetic Social Sciences: emancipatory" approach, 
this article tries to unravel and describe the transformation of Islamic 
values in the basic philosophy of science (economics). The concept of 
the transformation of Islamic social values is rooted in the Al-Qur'an 
letter Ali Imran verse 110. From the discussion carried out, that the 
concept of economic-accounting scientific development carried out 
should prioritize prophetic social science on emancipatory values 
should reflect on critical values and justice. 
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Artikel ini mendiskusikan keilmuan Ekonomi-Akuntansi dalam 
perspektif “Ilmu Sosial Profetik” khususnya pada nilai emansipatoris. 
Kita semua menyadari, bahwa ilmu ekonomi-akuntansi yang ada 
sekarang ini sangat radikal, materialistis, mekanik, bahkan 
mengabaikan nilai-nilai fundamental manusia sebagai hamba Allah 
SWT. Konsep ini tidak berlebihan, kalau kita lihat materi yang dijadikan 
dasar ontology, epistemology utamanya. Dengan dasar inilah 
diperlukan alternatif pengembangan keilmuan (ekonomi) ke depan 
yang lebih mengakar pada fitrah manusia. Dengan pendekatan “Ilmu 
Sosial Profetik: emansipatoris”, artikel ini mencoba mengurai dan 
menggambarkan transformasi nilai-nilai ke-Islaman dalam filosofi 
dasar keilmuan (ekonomi). Konsep transformasi nilai sosial ke-Islaman 
berakar pada al-Qur’an surat Ali Imran ayat 110. Dari diskusi yang 
dilakukan, bahwa konsep pengembangan keilmuan ekonomi-
akuntansi yang dilakukan hendaknya mengedepankan ilmu sosial 
profetik pada nilai Emansipatoris hendaknya mencerminkan pada 
nilai-nilai critical dan justice. 
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1. Pendahuluan 
Pada prinsipnya tidak ada observasi yang netral, semua pengalaman konseptual kita selalu 
dibentuk oleh kerangka konseptual yang kita gunakan (Adian, 2002: 82). Sesungguhnya tuntutan 
bebas nilai itu sendiri tidak mutlak karena tuntutan agar ilmu pengetahuan bebas nilai dari nilai 
tertentu, hanya berlaku bagi nilai lain di luar nilai yang menjadi taruhan utama ilmu 
pengetahuan (Keraf dan Dua 2001, 150).  
Pandangan yang demikian menurut Heriyanto (2003, 2-3) diilhami oleh pandangan dunia (world-
view) mekanistik-linier Cartesian dan Newtonia (baca positivism, modern). Bisa dikatakan 
bahwa, pandangan potivism menganggap adanya keberadaan dunia (ilmu pengetahuan) bersifat 
obyektif dan bebas nilai.  
Narasi tersebut menggambarkan betapa tidak berdayanya manusia dalam memaknai arti 
kehidupan. Setiabudi dan Triyuwono (2002, 2) mengkritisi hal ini dengan menggambarkan 
sebagai ketidakberdayaan manusia dalam memaknai kehidupan yang diakibatkan oleh pola 
lintasan kehidupan yang telah tersusun begitu mekanik dan linier tetapi menantang. Dengan 
sangat jelas, orientasi ke depan yang ingin dicapai hanya bermuara pada kehidupan materi 
belaka.  
Mengkritisi ketidakberdayaan manusia sebagaimana diutarakan di atas, Sulaiman (1997, 6-7) 
berpendapat bahwa posisi superior yang dicapai barat dalam bidang ilmu pengetahuan (di 
dalamnya ekonomi-akuntansi) dan pemikiran murni hasil intelektual manusia yang tidak ada 
urusan sama sekali dengan wahyu Illahi. Permasalahan yang muncul adalah, ketidakmampuan 
menolak penyesuaian diri dan ketidakseimbangan, hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya 
metode empiris untuk menyelesaikan konflik antara kesejahteraan masyarakat pada satu sisi 
dengan keinginan dan kepentingan diri pribadi pada sisi yang lain. Hal ini terjadi akibat 
keterbatasan pemahaman manusia akan kehidupan manusia di akhirat nanti. 
Tidak ada keraguan bahwa apabila manusia  ingin mengikuti prinsip yang pasti dalam kehidupan 
yang berwatak religius atau bukan ia harus mengambil pendekatan yang terdefinisi dengan baik. 
Dengan demikian, seseorang harus mengelakkan keterlibatan-keterlibatan yang mungkin sesuai 
dengan hasratnya (kepentingan) yang sesaat tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip dan 
tujuan hidupnya. Dari pengendalian dan pendisiplinan diri adalah hakiki yang penting dalam 
kehidupan setiap orang yang hendak menjalani kehidupan manusia yang rasional (Lari 2001, 3-
4). 
Dalam konteks ini Gambling dan Karim (1991)  menjelaskan, bahwa dari sistem nilai Islam akan 
lahir sistem ekonomi Islami dan sistem akuntansi Islami. Harahap (2003b, 65) memberikan 
pemahaman, bahwa Islam merupakan sistem nilai terpadu yang berasal dari Allah SWT. yang 
mutlak benar dan didesain sebagai suatu sistem terpadu bukan saja khusus bidang tertentu 
(ekonomi, sosial, politik) akan tetapi juga dia lengkap terintegrasi dengan kebutuhan dunia 
akhirat. 
Guna memberikan gambaran dan pemahaman yang dimaksud sebagaimana di atas, maka ke 
depan akan dilakukan kajian keilmuan ekonomi dalam bingkai emansipatoris. Hal ini menjadi 
penting untuk kita diskusikan, sebab nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadist yang ditransformasikan 
dalam ilmu sosial profetik untuk seyogyanya dilakukan pembumian pada setiap aktivitas 
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transformasi keilmuan modern yang banyak dipersoalkan, sebagai akibat tidak sesuainya antara 
tuntutan perkembangan zaman dengan cara pandang manusia. 
2. Emansipatoris: Kesetaraan yang Melintas Batas 
Emansipatoris berasal dari pemahaman emansipasi yang menurut Partanto dan Al-Barry (2001, 
145) diartikan sebagai sebuah pembebasan diri dari perbudakan: yaitu gerakan untuk 
memperoleh pengakuan persamaan kedudukan, derajat serta hak dan kewajiban dalam hukum; 
dalam pengakuan kesamaan hak, derajat dan kedudukan. Tentunya pembebasan dalam konteks 
sekarang ini lebih pas kalau dilihat sebagai pembebasan (nahi munkar) terhadap struktur sosial 
yang eksploitatif  menuju pembebasan penindasan (Pribadi dan Haryono 2002, 338). 
Pencerahan (pembebasan dan perubahan) menurut Kant (1724) dalam Sahal (1994) diartikan 
sebagai pembebasan “diri” dari situasi yang tidak manusiawi. Lebih jauh, Sahal (1994, 13) dalam 
konteks ini menjelaskan bahwa:  
…“jalan keluar” yang membebaskan manusia dari situasi ketidakdewasaan, yakni situasi 
manusia yang masih menggantungkan dirinya pada otoritas di luar dirinya, yang 
dengannya ia sendiri merasa bersalah, entah otoritas itu atas nama tradisi, dogma 
agama, ataupun negara. 
Sejalan dengan hal ini Triyuwono (2002b, 3) menjelaskan, bahwa perubahan-perubahan yang 
dimaksud dalam konteks ini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Yaitu 
pembebasan diri dari ikatan-ikatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuasaan 
semu (materi), dan pembebasan dari ideologi semu (kapitalisme). Dengan demikian nantinya 
diharapkan dari pembebasan ini, terjadi perubahan pikiran dan tindakan manusia menuju 
pemikiran yang luas, holistik, dan mencerahkan. 
Kesadaran diri tentang hakikat manusia juga merupakan dasar yang memberikan nilai 
emansipatoris pada pembentukan dan pengembangan keilmuan, di dalamnya ekonomi dan 
akuntansi (Triyuwono 2002b, 3). Artinya, pembentukan dan pengembangan keilmuan tidak 
menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan satu pihak atas pihak yang lain. Dalam 
konteks ini, kesetaraan (kesamaan) lebih ditekankan pada keseimbangan nilai-nilai yang dimiliki 
manusia sebagai makhluk sosial, atau dengan kata lain sebagai nilai kodrati hakiki yang 
dimilikinya. Pembentukan dan pengembangan keilmuan (akuntansi dan ekonomi) hendaknya 
meletakan dasar pemikiran pada “kesetaraan” yang melintas batas tanpa menghilangkan nilai 
ilmiahnya. 
Akibat adanya distorsi salah satu nilai yang dimiliki manusia (bahkan mengabaikannya) 
menggiring kita pada orientasi semu (materi, ekonomi) yang akan kita harapkan. Sejalan dengan 
hal ini Hegel dalam Sahal (1994, 13) menggambarkan, bahwa krisis yang tergambar dalam ilmu 
modern merupakan sebuah krisis yang tidak hanya gerak dialektika yang mengawang-awang di 
dalam ide. Bahwa kedudukan nilai filosofi “emansipatoris” dalam pembentukan keilmuan 
(akuntansi dan ekonomi) menjadi sangat relevan. Hal ini tidak berlebihan, sebab akuntansi dan 
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Untuk menghantarkan nilai filosofi “emansipatoris” dalam teori keilmuan, maka dibutuhkan 
derivasi konsep dasar yang tepat. Sejalan dengan hal ini Triyuwono (2002b, 6) menurunkan 
prinsip filosofi emansipatoris dalam konsep dasar yang terbagi dalam dua bentuk. Pertama 
critical,  Sawarjuwono (2002, 1) menjelaskan pemahaman nilai dasar critical dalam bingkai study  
yang diturunkan dari pemikiran Habermas bahwa: 
Critical Study adalah suatu studi yang mempunyai tujuan ganda yaitu: pertama, 
memahami praktik akuntansi dan manajemen di mana kedua cabang ilmu pengetahuan 
itu diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah 
penyempurnaan dalam mempraktikkan kedua disiplin tersebut. Tujuan kedua yaitu 
menemukan pengetahuan “baru” yang relevan dengan dan yang bermanfaat bagi 
pengembangan disiplin ilmunya. 
Dalam konteks ini, Salim  dalam bukunya “Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzim 
dan Penerapannya) menjelaskan: 
Mentakrifkan ilmu sosial (akuntansi-ekonomi) sebagai suatu proses yang secara kritis 
berusaha mengungkap “the real structure” dibalik  ilusi, false needs, yang ditampakkan 
dunia materi, dengan tujuan membentuk kesadaran sosial agar memperbaiki dan 
mengubah kondisi kehidupan mereka (2001, 42 dan dalam kurung penekanan penulis). 
Konsep dasar kritis dalam konteks pengembangan dan pembentukan teori (keilmuan) akuntansi 
dan ekonomi berfungsi sebagai pembentuk watak yang terbuka. Keterbukaan yang 
dikembangkan bukan dalam makna keterbukaan tanpa arah, melainkan keterbukaan untuk 
menuju pada pembentukan keilmuan yang adaptif, yaitu teori (keilmuan) yang mampu 
memperhatikan perubahan lingkungan. Berkaitan dengan hal ini Triyuwono (2002b, 6) 
menjelaskan bahwa: 
Sikap kritis mengindikasikan bahwa kita dapat menilai secara rasional kelemahan dan 
kekuatan keilmuan (akuntansi modern). Dan berdasarkan penilaian kritis ini dapat 
dibangun teori keilmuan (akuntansi) yang lebih dari sebelumnya. 
Penilaian kritis dalam melihat teori dan praktik dari akuntansi dan ekonomi juga hendaknya tidak 
mengabaikan kaca-mata yang akan digunakan. Kalau yang kita gunakan dalam melihat keilmuan 
menggunakan nilai ideologi Islam, maka kesetaraan yang dimaksud dalam konteks ini 
kesetaraan yang tergambar dalam nilai-nilai syari’ah. Sebab, dalam pembentukan dan 
pengembangan teori keilmuan sangat kental dengan nilai ideologi masyarakat. Dengan demikian 
penentuan nilai ideologi yang tepat akan membawa makna sesuai yang diharapkan. Dalam hal 
ini Triyuwono (1996, 58) menjelaskan bahwa: 
… jika akuntansi (ilmu sosial) dikonstruksi dengan nilai ideologi lain yang tidak  kompatibel 
dengan nilai “keadilan Ilahi”, maka informasi akuntansi yang direfleksikan dari realitas 
sosial yang dibangun dengan nilai “keadilan Ilahi” akan berbias dan terdistorsi dengan 
nilai ideologis yang digunakan untuk mengkonstruksi bangunan akuntansi itu. 
Dalam konteks ekonomi syari’ah misalnya, peletakan nilai “Keadilan Ilahi” menjadi sentral 
utama. Islam dalam hal ini sebagai rahmatan lil’alamin (QS.  2, 30). Dengan demikian, konstruksi 
keilmuan (teori akuntansi dan ekonomi) yang berbasis nilai-nilai syari’ah akan mengacu pada 
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sendiri). Triyuwono (1996) menjelaskan, bahwa konstruksi keilmuan (akuntansi dan ekonomi) 
akan sangat di pengaruhi oleh nilai konstruksi ideologi yang digunakan. Hal ini akan sangat 
berbeda dengan konsep keadilan yang diusung akuntansi konvensional yang meletakan nilai 
keadilan sebagai simbol kekuatan pemilik modal (stockholders). Dengan sangat jelas, hal ini bisa 
kita temukan dalam konsep entity teori yang digunakan dalam distribusi keuntungan yang 
diperolehnya. 
Gambaran di atas sangat jelas, bahwa konsep dasar kritis sebagai derivasi filosofi emansipatoris 
menekankan pada nilai kritis yang berakar pada nilai ideologi yang digunakan. Keterbukaan yang 
ditekankan dalam konteks ini adalah keterbukaan  (kritis) yang memperhatikan perbaikan dan 
atau perubahan menuju keilmuan (teori) yang ber-emansipasi secara holistik. 
Konsep dasar kedua justice (keadilan). Aliran pemahaman keadilan dalam konteks ekonomi 
(akuntansi) terbagi dalam dua madhab besar yaitu keadilan yang disponsori oleh Aristoteles dan 
Adam Smith. Kedua madhab ini dalam tataran esensi terdapat kesamaan, yaitu sama-sama 
mengusung keadilan dalam bingkai “keadilan komutatif”.  Keraf (1996, 111) menjelaskan bahwa 
“keadilan komutatif” baik yang dikembangkan Aristoteles maupun Adam Smith sama-sama 
dibangun di atas dasar pengandaian akan kesamaan hakiki di antara  umat manusia. Penekanan 
“keadilan komutatif” Smith berkaitan dengan pemulihan kerusakan atau kerugian yang telah 
terjadi dalam sebuah transaksi sosial serta berkaitan dengan pertukaran yang fair dalam sebuah 
transaksi ekonomi (Keraf 1999, 111).  
Keadilan komutatif yang dikembangkan Smith akan sangat kontras kalau dikaitkan dengan 
keadilan yang bersandar pada etika utilitarianism yang lebih menekankan dan mengedepankan 
nilai keadilan dalam konteks “untung dan rugi” (baca lebih jauh Chryssides dan Kaler 1995; Yusuf 
1997). Teori-teori keilmuan (akuntansi dan ekonomi modern) yang dikembangkan dalam bingkai 
nilai keadilan utilitarianism, maka akan banyak kita temui nilai-nilai maskulin (radikal) yang akan 
tampak. Konsep pengakuan pendapatan dan biaya yang dijadikan sandaran dalam pengakuan 
dan pengukurannya masih terjebak pada nilai-nilai materi belaka. Sehingga, dasar penilaian 
kemajuan perusahaan pun masih menitik beratkan pada nilai-nilai keuangan (ekonomi) dengan 
mengabaikan stakeholder. Bagaimana kemampuan konsep teori yang dikembangkan ilmu 
modern dalam menjastifikasi keadilan yang semu (ideologi kapitalisme), menjadi hal yang 
lumrah untuk kita gunakan. Maka tidak mengherankan, mulai dekade 1980-an khususnya 
keilmuan akuntansi banyak mendapat kritik pedas dan tajam baik dalam tataran filosofi dan 
praktik (baca lebih jauh Chua 1986; Preston 1986; Neimark dan Tinker 1986; Triyuwono 1997, 
2000;  Rasyid 1997). 
Kembali pada persoalan “keadilan komutatif” yang di kembangkan Smith sebagaimana di atas, 
menurut Keraf  mengandung tiga keunggulan dibandingkan “keadilan komutatif” yang di 
kembangkan Aristoteles, sebab keadilan komulatif Smith lebih kooperatif dibandingkan keadilan 
yang dicanangkan Aristoteles. Hal ini bisa dilihat pada: 
… pertama, keadilan kumutatif tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan 
yang telah terjadi, melainkan juga menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak 
dan kepentingan pihak lain. …. Kedua keadilan Smith berkaitan dengan jaminan atas hak-
hak sempurna setiap individu. Keadilan ini tidak hanya berlaku bagi hubungan individual 
antara manusia yang satu dengan lainnya tetapi juga berlaku bagi segala macam 
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apa yang secara tradisional dikenal melalui teori Aristoteles sebagai keadilan legal atau 
perlakuan yang sama bagi semua orang sesuai dengan hukum positif (1996, 112-115). 
Keadilan kumutatif yang dikembangkan Smith, kalau dilihat dari dimensi nilai keadilan syariah 
ada satu kesamaan (dalam tanda petik) walaupun tidak keseluruhan. Dimensi yang patut dicatat 
dalam keadilan berdimensi syariah adalah adanya dua kekuatan yang disinergikan (materi-non 
materi). Hal ini bisa dilihat, pada tulisan Khadduri yang memaparkan bahwa: 
Akal Budi, ia berpendapat, merupakan suatu instrumen yang dapat mengantar manusia 
untuk memahami kebenaran; akan tetapi untuk agama, ia mengakui bahwa disana 
terdapat jalan kecil lain, yakni “Wahyu” hal mana para Nabi mampu menyebarkan 
kebenaran. Karena ia menganggap bahwa kebenaran terakhir itu “Tunggal”, baik yang 
termaktub dalam Wahyu atau diperoleh melalui akal budi, dua jalan kecil ini harus 
dianggap selaras dan seimbang” (1999, 118). 
Lebih jauh menggambarkan bahwa: 
… keadilan atas dua tingkat, pertama tingkat Ilahi di mana Akal Budi dan Wahyu tersebut 
bersesuaian, dan yang lain adalah bentuk keadilan alamiah, produk Akal Budi yang identik 
dengan Keadilan Rasional (Khadduri 1999, 119). 
Konstruksi keilmuan (teori) yang berkeadilan dalam konteks tulisan ini adalah keadilan yang 
tidak mengabaikan hak-hak manusia, alam dan bahkan melakukan keadilan yang bersinergi. Hal 
ini bertolak dari pembentukan keilmuan (teori modern) yang lebih menekankan pada salah satu 
kutub (maskulin, radikal, materi dan rasional) dan meniadakan dimensi lainnya yang dianggap 
lemah bahkan diabaikan (misal feminin, alam, ilahiyah dan lainnya), dan telah membawa 
dampak yang luar biasa  dalam kehidupan manusia (baca lebih jauh Triyuwono 1997, 2000a; 
Walters 2003, Smith 2003; Keraf dan Dua 2001; Turner 2003). 
Kalau dikaitkan dengan nilai filosofi emansipatoris yang diturunkan dalam dua konsep dasar 
(critical dan justice), maka pembentukan teori keilmuan di samping bersifat terbuka menuju 
arah perbaikan juga harus dibarengi dengan keterbukaan yang berkeadilan. Dengan demikian 
keterbukaan (critical) sebagai pembuka untuk menuju perubahan dalam konteks yang lebih baik 
dengan menekankan pada nilai justice (keadilan) dan tidak berdiri di antara kekuatan tertentu. 
Atau dengan kata lain, pembentukan keilmuan (teori) mengedepankan nilai keseimbangan 
bersinergi yang berakar dari kesetaraan nilai yang ada (baik bersifat materi non materi, keras 
lunak, lali-laki perempuan) (baca lebih jauh, Hines 1992; Triyuwono 2002a). 
Dalam konteks ini misalnya, Triyuwono (1996, 58) menggambarkan nilai dasar justice yang akan 
nampak dalam pembentukan ilmu akuntansi hendaknya bersifat kesetaraan (keadilan Ilahi). 
Lebih jauh dijelaskan bahwa: 
Dalam konteks akuntansi, seorang akuntan (di dalamnya akuntansi itu sendiri) harus 
menjadikan nilai “keadilan Ilahi” sebagai dasar pijakan dalam berinteraksi dan 
mengkonstruksi sosial. Ini berarti bahwa akuntansi sebagai sebuah disiplin atau praktik 
tidak dapat berdiri sendiri; artinya, bahwa akuntansi selalu terikat pada realitas sosial di 
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Triyuwono (1996, 58) menggambarkan nilai dasar justice yang akan dikembangkan dalam ilmu 
akuntansi syari’ah hendaknya bersifat kesetaraan (keadilan Ilahi). Dalam pembentukan 
“keadilan Ilahi” sebagaimana yang dijelaskan Triyuwono akan ditemukan apabila kedua keadilan 
baik Akal Budi (di dalamnya hukum formal) dan Wahyu disinergikan secara benar (baca lebih 
jauh Khadduri 1999; Triyuwono 2002). 
3. Justice dalam Kaidah Ekonomi Islam 
Pemahaman keadilan dalam kaidah ekonomi Islam, memberikan dasar pengertian bahwa 
orientasi ekonomi yang dilakukan tetap dalam bingkai kemakmuran dan kesejahteraan yang 
tetap mengedepankan akhlak Islam, dalam setiap fase ekonomi, dan adanya distribusi pasar 
normal. Konsep keadilan ini memberikan gambaran, bahwa keadilan yang akan dicapai tetap 
dalam kaidah dan nilai-nilai syariah. Larangan riba adalah salah satu contoh konkret, 
bahwasanya pencapaian keadilan yang digariskan Islam tetap dalam bingkai kaidah-kaidah 
Islam.  
Persoalan keadilan (justice) adalah salah satu tema sentral yang ada dalam Al-Quran setelah 
Allah, ilmu pengetahuan. Gambaran ini memberikan pemahaman bahwa justice dalam Islam 
merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi dan dihormati. Qordhawi (2001, 85) 
misalnya menyatakan bahwa “ruh” sistem ekonomi Islam adalah keadilan (justice). Lebih jauh 
Qardhawi menjelaskan: 
Islam telah mengharamkan setiap hubungan ekonomi yang mengandung kedzaliman dan 
mewajibkan terpenuhinya keadilan yang diaplikasikan dalam setiap hubungan dagang 
dan kontrak-kontrak  ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang bai’ al-gharar (jual beli 
yang tidak jelas sifat-sifat barang yang ditransaksikan) karena mengandung unsur 
ketidakjelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi (2001, 
85). 
Satu persoalan yang patut untuk kita catat adalah, bahwa justice dalam ekonomi Islam 
merupakan satu titik sentral yang diletakkan dalam setiap denyut aktivitas ekonomi yang 
dilakukan. Demikian halnya dalam perbankan syariah, nilai justice harus diletakkan sebagai ruh 
yang akan menjiwai setiap aktivitas yang ada di dalamnya. Artinya, setiap kebijakan dan regulasi 
yang dikeluarkan hendaknya meletakan nilai justice dalam bingkai yang semestinya. 
Penjelasan Khadduri, memberikan pemahaman yang mendalam bahwa konsep keadilan dalam 
Islam tidak saja bermuara pada satu persoalan rasional yang sering diidentikkan dengan nilai 
materi, akan tetapi ada satu keadilan yang merantas jauh dan pasti adanya yaitu satu keadilan 
yang dilandaskan pada nila-nilai rasional (materi) yang disinergikan dengan kaidah-kaidah 
Wahyu Ilahiyah (normatif), atau sering kita memahami sebagai keadilan Ilahiyah (dunia-akhirat). 
Penerapan konsep justice tetap mengacu dua konsep justise di atas. Konsep keadilan Illahiyah 
dalam tataran riil sebagai ruh dari peletakan konsep ekonomi Islam yang dilandasi nilai etika 
syariah. Artinya, pemahaman keadilan tidak semata-mata dilandasi pada kemampuan distribusi 
profit sharing semata, akan tetapi jauh memperhatikan kaidah dan norma agama yang bisa kita 
wujudkan dalam keadilan alam semesta yang diwujudkan dalam keadilan non materi atau 
benefit. Untuk mewujudkan simbol keadilan yang digariskan di atas (Illahi), maka ada satu 
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Jadi sangat jelas, justice yang diusung dalam pembentukan keilmuan ekonomi-akuntansi adalah 
keadilan yang bersifat Ilahi, yaitu konsep keadilan yang meletakan nilai-nilai materi (ekonomi) 
dan nilai-nilai normative-intuitive pada proporsi yang seimbang. Bukan berarti kedua kekuatan 
ini berdiri terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang saling membingkai dan 
bersinergi. 
4.  Kenapa Harus Benar dan Jujur? 
Konsep keterbukaan (all-inclusive) yang dalam konsep keilmuan ekonomi-akuntansi syariah 
memberikan pemahaman, bahwa konsep keilmuan ekonomi-akuntansi syariah diletakan dalam 
proporsi yang seimbang dengan tetap mengedepankan nilai etika keterbukaan dan kejujuran. 
Nilai etika Islam sebagai ruh dari operasional ekonomi-akuntansi syariah menghantarkan pada 
pemahaman, bahwa praktik ekonomi-akuntansi syariah dilandasi tiga pilar utama yaitu: 
pertanggungjawaban (accountability), keadilan (justice), dan kebenaran (kejujuran) (QS. 2, 282). 
Konsep keadilan dan kebenaran (kejujuran) merupakan dua kekuatan yang tidak bisa dipisahkan 
satu sama lainnya. Artinya, keadilan yang ingin dibangun membutuhkan satu konsep 
pembukuan yang mengedepankan nilai kebenaran dan kejujuran. Demikian halnya, 
terwujudnya pembukuan yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran (kejujuran) memberikan 
implikasi pada terwujudnya tatanan pembukuan perbankan syariah yang berkeadilan. 
Dua kekuatan sebagaimana di atas, merupakan satu kekuatan yang dimiliki dalam kaidah 
ekonomi syariah (di dalamnya akuntansi) dengan pendekatan manajemen “amanah”. Manusia 
diturunkan kebumi sebagai khalifatu lilLah memiliki dimensi pemahaman yang sangat mendasar 
yaitu: bagaimana terciptanya satu tatanan masyarakat berkeadilan yang landasi dengan konsep 
keterbukaan dan kebenaran menurut kaidah syariah.  
Konsep keilmuan ekonomi-akuntansi yang mengedepankan nilai keterbukaan dan kebenaran 
dalam praktik memiliki arti bahwa; keilmuan ekonomi-akuntansi syariah akan melakukan dan 
atau mencatat secara benar (jujur) apa yang terjadi baik yang bersifat kuantitatif maupun yang 
bersifat kualitatif. 
5.  Simpulan 
Ilmu postitivism yang memiliki kriteria eksplanatoris dan prediktif telah menghantarkan pada 
satu tataran pandangan dunia  sebagai keilmuan yang bersifat objektif, fenomenalisme, 
reduksionis, dan naturalisme. Tidak ketinggalan halnya pada keilmuan ekonomi-akuntansi yang 
notabene keilmuan sosial juga mengikuti arus yang sangat kuat pada akhir abad 19-an. 
Walaupun pada kenyataannya seiring dengan perkembangan keilmuan masyarakat keberadaan 
keilmuan ekonomi-akuntansi semacam ini mendapat kritik yang sangat tajam. 
Aktivitas ekonomi-akuntansi yang melibatkan interaksi sosial masyarakat, menjadi satu 
pertanyaan yang tajam “apakah ilmu positivisme yang bebas nilai itu sejalan dengan sifat-sifat 
manusia sebagai pelaku interaksi”? Dengan sangat gamblang misalnya Chua (1986) memberikan 
pemahaman bahwa akuntansi adalah sebagai hasil anak budaya dan atau bahkan mampu 
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Nilai materi yang dijadikan sandaran sebagai ontologi dalam pembentukan keilmuan ekonomi-
akuntansi, maka menghantarkan nilai utilitarianims sebagai rel etikanya. Dampak yang muncul 
berikutnya adalah eksploitasi, penindasan, dan pembantaian akan sering terjadi dan menjadi 
pembenar sebagai konsekuensi dari pemahaman utilitarianims. Islam sebagai rahmatal lil 
‘alamin, mendorong seorang Kuntowijoyo melakukan perubahan orientasi keilmuan dengan 
pendekatan transformasi keilmuan sosial Islam yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam dan 
peradaban zaman. 
Untuk melakukan transformasi keilmuan sosial Islam, Kuntowijoyo (1998) berangkat dari 
pemahaman QS. Ali Imran ayat 110 yang disimbolkan dalam filosofi “ilmu sosial profetik”. 
Kerangka keilmuan sosial dalam Islam berdasarkan ide inspirasi amar ma’ruf nahi munkar. 
Dalam konteks amar ma’ruf ada di dalamnya dimensi humanis dan emansipatoris yaitu proses 
untuk memanusiakan manusia dan menata lingkungan maupun struktur sosial menjadi lebih 
baik. Nahi munkar, terdapat dimensi pembebasan yang berdasarkan pada prinsip pembebasan 
dari ketertindasan sebagai akibat struktur keilmuan yang ada (Pribadi dan Haryono 2002, 338; 
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